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STANDAR DATA
STATISTIK NASIONAL

Basis data yang berisi
kumpulan Standar Data
Statistik lintas instansi

yang menjadi rujukan
dalam penyelenggaraan
kegiatan statistik




Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. karena
berkat limpahan rahmat dan karunia—Nya kami bisa menyelesaikan
penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Standar Data Statistik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 51 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 Satu Data Sulawesi Selatan. Dinas Komunikasi Informasi
Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi
daerah yang ditetapkan sebagai walidata yang bertugas melaksanakan
kegiatan pengumpulan. pemeriksaan. pengelolaan Data. serta
penyebarluasan Data yang disampaikan oleh Produsen Data. Salah satu
prinsip satu data yang wajib dipenuhi adalah tersedianya standar data
statistik yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Tingkat Pusat.

Tugas walidata dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral adalah
mendorong produsen data kaitannya dengan standarisaasi data dan
indikator statistik serta penerapannya dala setiap tahapan proses bisnis
SDI. Buku pedoman Permohonan Rekomendasi Statistik Sektoral ini memuat
penjelasan tentang konsep dan definisi. proses bisnis. aplikasi. formulir.
serta panduan pemeriksaan rekomendasi statistik. Buku ini disusun dalam
rangka memberikan pedoman dan wawasan bagi para produsen data serta
stakeholder terkait lainnya. Buku ini akan terus dilakukan reviu dan evaluasi
secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas. Oleh karena itu. saran
dan masukan yang membangun. kami harapkan untuk pengembangan
kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini.
disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi.

Makassar. 16 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika.
Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Winarno EkafPutra, SSTP.MH.
NIP.198710116 200112 1 004
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Kebijakan Satu Data
Indonesia

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata
kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar
Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data
Induk.
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)




Prinsip Satu Data
Indonesia

PP No.39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

é‘ Memenuhi Standar Data

—_
u.° Memiliki Metadata
L\

;,’\ Memenuhi kaidah Interoperabilitas

O
¥ Menggunakan Kode Referensi dan

w— Data Induk




DASAR HUKUM

Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 20 ayat 1

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

a.Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
b.Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 21 ayat 1

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

a.Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b.Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan

c.Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Perpres 39 Tahun 2019_Pasal 22 ayat 1

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:
a.Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah megenai Standar
Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b.Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c.Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

.

/ SATU DATA
INDONESIA



Azas Pembentukan
Standar Data Statistik

Standar
Profesional,
Prinsip llmiah, dan
Etika Profesional

Statistik Resmi

Berdimensi
pembangunan

Sumber

.262

Relevansi,
Ketidakberpihakan,
dan Keterbukaan

1. Relevan artinya agar dapat memfasilitasi
dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat
dan/atau  Instansi Daerah dan  tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketidakberpihakan artinya tidak memihak
kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi
Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang
berkepentingan dapat berpartisipasi dalam
pengembangan standar  dan dapat
menyalurkan kepentingannya dan
diperlakukan secara adil.

2. Dalam penetapan standar, badan statistik
memutuskan  berdasarkan  pertimbangan
profesional, termasuk prinsip ilmiah dan
etika professional.

Koheren dengan
Penggunaan
Standar
Internasional

3. Akuntabilitas artinya penetapan standar harus
sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber,
metode dan prosedur statistik agar dapat
digunakan untuk interpretasi data dengan benar.

Transparansi, artinya transparan agar semua
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang
berkepentingan dapat mengikuti dan mudah
memperoleh semua informasi yang berkaitan
dengan pengembangan standar.

4. Standar yang ditetapkan harus dijadikan
sumber rujukan statistik resmi. Oleh karena itu
standar yang ditetapkan juga harus memiliki
sumber yang sahih.

5. Pengembangan standar sejalan dengan
standar internasional untuk menjamin
keterbandingan data secara internasional dan
mendorong konsistensi dan efisiensi sistem
statistik meskipun digunakan dengan cara yang
berbeda dan untuk berbagai penggunaan.

6. Memperhatikan kepentingan publik dan
kepentingan nasional.



Mengapa Perlu
Standar Data Statistik?

Standardisasi data sangat penting karena data sangat
beragam. SDS akan memudahkan penggunaan data,
memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna
yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang
serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

TUJUAN ®

e Kemudahan dalam pengumpulan,
berbagipakai, dan integrasi data.

e Kemudahan dalam penggunaan data,
memberikan akurasi dan konsistensi dataq,

/ memperjelas makna yang ambigu dan
/ meminimalkan pengumpulan data yang
\‘

serupa.

1 MANFAAT

Memperbaiki alur

Meningkatkan integritas koordinasi dan
dataset yang dirilis oleh komunikasi antar
pemerintah melalui Pembina Data selaku
standardisasi Badan Pemerintah yang
penyelenggaraan data memiliki kewenangan ‘
untuk melakukan

pemerintah dalam hal

embinaan bagi
penetapan konsep, > e

pengembangan dan

definisi, klasifikasi, pembakuan Standar
ukuran, aturan dan Data Statistik dengan
asumsi. Walidata dan Produsen

data di setiap Instansi
Pemerintah



Komponen
Standar Data Statistik

“ide yang mendasari Data dan tujuan Data
Konsep tersebut diproduksi.”

penjelasan tentang Data yang memberi batas
Definisi atau membedakan secara jelas arti dan cakupan
Data tertentu dengan Data yang lain.

“penggolongan Data secara sistematis ke dalam

Klasifikasi kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara
luas.”

Ukuran unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah,
kadar, atau cakupan.

“besaran tertentu dalam Data yang digunakan
Satuan sebagai standar untuk mengukur atau
menakar sebagai sebuah keseluruhan.”




Lini Masa Pengajuan
Standar Data Statistik

JANUARI-DESEMBER
Reviu usulan SDS oleh Pembina data

A

OKTOBER-DESEMBER
_ Penetapan SDS
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Alur Pengajuan Standar Data
Statistik Lintas Instansi

ﬁgrodusen v
"*8 Kab/Kota

Bidang Dinas ™=

R = Wl Lo b

oo

- Pembina Data
Kab/Kota

EPS Kab/kota

' Pembina Data
‘ ' Provinsi
Produsen BPS Provinsi

Data Provinsi ep-
Bidang Dinas Provinsi ,_Wall Data Provinsi

Sekretariat Dinas Provinsi

A
PENGAJUAN ‘
STANDAR DATA | 2
LINTAS INSTANSI aeﬁggmg:?g@

BPSRI

Penetapan = 3 l 5
Portal < Data Statlshk Ya A hi? - | \
BPS RI BPS RI vi

éé

Pengajuan Standar Data Statistisk
dikatakan lintas instansi, apabila

variabellindikator yang ingin T’%“.).’; A oAz
distandarkan dimanfaatkan oleh TINGKAT DAERAH
satu atau lebih dinas/instansi
daerah.
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Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SDS (Bag. 1)
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A WARNING

LANDSCAPE

Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SDS (Bag. 2)
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Pelaku dan Peran dalam Pembentukan
Standar Data Statistik Lintas Instansi

]
Stagdar Menyimpan Standar Data dalam Database/Sistem
ata U
. Tidak Sesuai Tidak Sesuai
Prioritas
PRODUSEN DATA . WALIDATA
Mengusulkan Memeriksa Usulan | === | « Memeriksa Usulan
Standar Data —_— Standar Data Sesuai Standar Data
Non Prioritas . ; .
+ Pusat: Unit penghasil * Pusat: Pusdatin/satu SMenjtapSta&
data di KL pusat unit yang ditunjuk tandariba
« Prov: Dinas/OPD Prov * Prov: Dinas Kominfotik BPS (Data Statistik)
- Kab/Kota: Dinas/OPD prov/yg ditunjuk

+ Kab/Kota: Dinas Kominfotik

Kab/Kota i i
il Seaval kab/kota fyg ditunjuk

Berdasarkan Perpres No. 39/2019 , terlihat bahwa
ada 3 pelakulaktor yang terlibat dalam
pembentukan standar data, khususnya standar
data statistik:

- Pembina data, dalam hal ini unit yang ditunjuk
untuk mengembangkan standar data adalah BPS

-Walidata, dalam hal ini Pusdatin atau unit yang
ditunjuk sebagai walidata di KIL/D/1

-Produsen Data, dalam hal ini adalah direktorat
pada KIL/DIl yang bertugas menghasilkan data



Tahap Pengajuan
Standar Data Statistik

Pengajuan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Prosedur Data

SATU DATA
INDONESIA

O,




Pemeriksaan
Standar Data Statistik

Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Walidata

dg .i Walidata Kab/Kot j, d}a -
Walidata Kab/Kota memeriksa
pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen

Data Kab/Kota selanjutnya meneruskan ke
Walidata Provinsi.

— )
Walidata Provinsi -
@ L—J @

Walidata Provinsi memeriksa
pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Provinsi
dan Walidata Kab/Kota.

Selanjutnya Walidata Provinsi mengelompokkan
usulan tersebut berdasarkan K/L Pembina dan
meneruskan usulan ke K/L Pembina.

I Bt B

Walidata K/L Pembina memeriksa masukan
usulan dari Produsen Pusat dan OPD sesuai
subject binaan mereka, selanjutnya
meneruskan ke Pembina Data.




Pemeriksaan
Standar Data Statistik

Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Pembina
Data

n Dasar rujukan internasional (jika ada) atau

rujukan lainnya (UUl Peraturan Pemerintah)
yang berlaku lintas instansi

Ketersediaan dan kejelasan dari standar
data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan
satuan)

Perbedaan penamaan standar data statistik
yang diajukan namun memiliki makna yang
sama dengan standar data statistik yang
telah ditetapkan

Penggunaan data yang akan dihasilkan dari
standar data statistik yang diajukan

O,



Penetapan
Standar Data Statistik
Lintas Instansi

Penetapan yang dilakukan oleh
BPS hanya untuk SDS yang
berlaku Lintas Instansi.

-

WARNING

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATAKXDI
TINGKAT DAERAH




STANDAR DATA STATISTIK
TIDAK
LINTAS INSTANSI




Alur Pengajuan Standar Data
Statistik Tidak Lintas Instansi

....................................
-
-

—E3

l"
r
N . Produsen
[ "~ Data Pusat
! i Dirjen KIL Portal
; i Pembina Data Pusat
'E_E ra— s ll Pembina Data
Data Provm5| Provinsi
Bidang Dinas Provinsi BPS Provinsi
Penetapan Standar Data
Tidak Lintas Instansi ot fusat
:‘ Produsen Dat II Eemll?(lna Data
---------- d’m n‘. a o a
S BPS Kab/Kota

Keordinas)f
Konsultasil
Rekemendasi
=== Melaporkan

== =p Menghasilkan

Pengajuan Standar Data Statistisk
dikatakan tidak lintas instansi,
apabila variabel/indikator yang ingin
distandarkan dimanfaatkan oleh
internal dinaslinstansi daerah yang
mengajukan.

79

TIDAK ADA PENETAPAN

STANDAR DATARDI
TINGKAT DAERAH




Penetapan
Standar Data Statistik
Tidak Lintas Instansi

Penetapan SDS yang tidak lintas
instansi ditetapkan oleh pimpinan

KIL Pusat masing-masing sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

-

WARNING

TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATAKDI
TINGKAT DAERAH




Perbedaan Standar Data Statistik
Lintas dan Tidak Lintas Instansi

Lintas Tidak Lintas

Instansi Instansi

Pembina Data

Penetapan Statistik K/L Pusat
Bentuk Keputusan Pimpinan Tinggi

Penetapan Kepala BPS K/L Pusat
Semua K/L/D/] K/L Tertentu dan

Penggunaan Pusat maupun Dinas/Intansi

Daerah binaannya

TTH-1
1
n| P
I A=)

Fi
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Instrumen Pengajuan
Standar Data Statistik

Fabrigatan, Kats
Provas

&

BADAN AT STATISTI
FORMULIR FENGAITAN

DSULAN BARU STANDAR DATA STATISTIN

| ldentifiast Peapelenggars Kegistas

Hasma sy Pessarstah
At Lugienp nstanal

1. FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU

T

i

2. FORMULIR PENGAJUAN | '~ S
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FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU SDS

&
RADMAN PRUSAT STATISTIR
o s i e
L Msmtiditen Frageimuggors Kopatas .
L Instrumen Pengajuan
Bt — Usulan Baru Standar Data

Statistik digunakan ketika

B Fraasgpeng Jownd]
Hama Peagrag 4

Tigpm T

B bk St B

e etasa Kementerian/Lembaga
T tidak menemukan

Standar Data  Statistik
yang dibutuhkan.

s B

FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK]

L Identifikasi Penyelenggara Kegiatan
Nama Instansi Pemerintah  : Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi
Kabupaten/Kota * Jakarta Pusat
Provinsi * DKl Jakarta

II. Fenanggung Jawab Fengajuan Indikator {Variabel (Confact Ferson)

Nama Penanggung Jawab :Fulan

Jabatan :Kepala Seksi Standar Data
Telepon/Fax -085725263947
Email “fulan@muslim.com

IIl. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistilk Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain,




. i f

Yang

Calcupan Penggunaan Variabel*): Linfas Instansi’ Tidak Linfas Instansi

] coret yang tdak pertu

Konsep
No Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
Indikator/Variabel Ruj
1 |Penduduk (Orang yang menjadi |1 WNI Jumlah, persentase Orang, persen [Bystem National
residen di negara 2. WNA Wccount 2008
[dimana mereka punya
L kuat
idengan mana mereka
imembentuk pusat
kepentingan ekonomi
vang dominan selama
satu tahun atau lebih.
Jakarta, ... weeee 2020
Mengetahui,
usuLAN DATA STATISTIK
Nama Instansi
No. | Konsep Indikator/Variabel Definisi Klasifikasl Ukuran Satuan Dasar Rujukan
2. Pemerintah Pusat [persentase persentase j@. UU No.3 Tahun 2014
- o b Pemerintah Daerah lb. PP No,2 Tahun 2017
7 [Persentase Kepemilikan | Persentase Kepemilikan Modal e ety Fidonal . Prurenpertn 38 Tahan 2018
4. Asing g in 2 Tahun 2019
Irvestasi adalah segala bentuk kegiatan menanam |3 PMA Nilai rupiah [a. UU No.2 Tahun 2014
modal {irvestment], balk oleh Penanam Modal b PMDN [b. PP No.2 Tahun 2017
3 |Nilai Investasi Dalam Neger (PMON) maupun Penanam Madal ¢ Permenperin 38 Tahun 2018
[Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah |d. Permenperin 2 Tahun 2019
negara Republik Indonesia.
a. LN la. Valume Daya  |a.Satwandaya |3 UU Ne.3 Tahun 2014
Penggunasn tenaga listrik . A T b Milai b. rupiah lb. PP Ma.2 Tahun 2017
n e listrik untuk: roduksi
untuk produksi Penggunaan tenaga liswik untuk prases produksi || ookt Sandini lc. Permenperin 38 Tahun 2018
d. 2 Tahun 2019
5. Kapasitas Baya Terpasang. [a. Kapasitas Daya |a.Satuan daya [, UU No.3 Tahun 2014
» nghit listrik yang kit listrik yang diemiliki penusahaan untuk  |b. Tenaga listrik yang dibangkitkan (b, Nilai b. rupiah lb PP Mo.2 Tahun 2017
dimiliki perus ahaan momenuhi kebutuhan sendini maupun untuk dijual le. Permenperin 38 Tahun 2018
\d. Permenperin 2 Tahun 2019
4. Tanah Nilai rupiah . UU Ne.3 Tahun 2014
b.Gedung lb. PP No.2 Tahun 2017
1 |PeREClBARIALESEND | iuaran uniuk sews maupun Kotk <. Mesin dan Peralatan lc. Pesmenperin 38 Tahun 2018
[Mau kontrak 4. Lain-lain |d. Permenperin 2 Tahun 2019




FORMULIR PENGAJUAN
PEMUTAKHIRAN SDS

Instrumen
Usulan

Pengajuan
Pemutakhiran
Standar Data  Statistik
digunakan ketika
Kementerian/Lembaga
menemukan Standar
Data yang dibutuhkan
namun  standar  data
yang tersedia tidak sesuai
yang diinginkan.

3
e P T
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FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK
L Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah
Alamat Lengkap Instansi
Kabupaten /Kota

Provinsi

: Kementerian Dalam Negeri

* Jakarta Pusat

- DKI Jakarta

I1. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)

Nama Penanggung Jawab
Jabatan
Telepon /Fax

Email

: Fulan

: Kepala Seksi Standar Data

- 085725263947

* fulan@muslim.com

II. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

pembangunan sektor lain.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan




Indikator/Variabel Yang Lama

V.
I ): Lintas Tidak Lintas Instanst
No Indaﬂmrﬂ:ﬁiw Definisi Klasifikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
1 |Penduduk Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (1. WNI Jumlah, Orang,  [System National
WHI) dan orang asing yang bertempat (2. WHNA persentase persen  plccount 2008
tinggal di wilayah Indonesia dan telah
Imenetap/ berniat menetap selama
|minirnal 1 tahun,
V1. Yang Di i
No | Indikator/Varlabel Konsep Definisl Klaskfikasi Ukuran Satuan Dasar Rujukan
1 |Penduduk Penduduk  [Warga negara Negara 1. WNI | Jumlah, Orang, Undang-
Indonesia dan Orang 2. WNA | persentase | persen Undang No. 24
lAsing yang bertempat Tahun 2013
tinggal di Indonesia.
Jalkarta, ... £ eeee F2020
Mengetahui,




A WARNING

LANDSCAPE
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